
KATA PENGANTAR

Memperhatikan Peraturan Jasa Keuaiigaii Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapaii
Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 24/SEOJK.03/2020 Penibahan atas SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang
Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat serta beberapa ketentuan terkait
Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat, maka Direksi telah menyusun laporan
tentang Penerapan Tata Kelola di PT.BPR MITRA BALI MANDIRl, gima memberikan
gambaran terhadap pelaksanaaii penerapan Tata Kelola di PT.BPR MITRA BALI
MANDIRl. Laporan ini memuat mang lingkup pelaksanaan Good Corporate Governance
yang telah dilakiikan selama tahun 2021 ineliputi semua aspek kegiatan operasional yang
ada di dalam organisasi PT.BPR MITELA BALI MANDIRl, namun demikian agar selaras
dengan faktor- faktor penilaian yang lercantum dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), maka fokus laporan pelaksanaan tennasuk penilaian dan penerapan GCG
meliputi:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris
3. Penanganan benniran kepentingan
4. Penerapan fungsi kepatuhan
5. Penerapan fungsi Audit Intern
6. Penerapan fiingsi Audit Ekstem
7. Batas Maksimum Pemberian Kredit

8. Rencana strategis Bank
9. Transparansi kondisi keuangan dan no keuangan

Kami yakin masih banyak kekurangan dalam laporan ini, seehingga kami mohon kritik
dan saran serta penibinaan dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat memberikan
infonnasi tentang pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance PT.BPR MITRA
BALI MANDIRl dan dapat dipergunakan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Badung, 27 April 2022
PT.BPR MJTRA BALI MANDIRl
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PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris FT.BPR MITRA BALI MANDIRJ, s^dafa membaca dan
mengevdiiasi laporan pdaksanaan pea&j^ Good Corporute Govermnwe atau teta
kelola di PT.BPR MTIRA BALI MANDIRI yang telah diaisun oldi Dtrektur yang
membawahkan fungsi kqMtuhan dan Manajemen Risiko, sebagaimana Peratman
Otoritas Jasa Keuangan Nomor ; 04/POJK.3/2015 serta Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuan^ SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 Pembahai atas Nomor
5/SEOJK.03/2016. mdra dcngmi ini kmm men*eril£»i persebQuan laporan atas
pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance atau tala kdola di PT.BPR

MITRA BALI MANDIRI. Untiik selanjuti^a laporan ini dapat (tiscmpuniakaii
dapat dipergunakan sd>agai bahan evaluasi kedq>an dalam pelaksanaan penerapan
Good Corporate Governance atau tata kelola di PT.Bre. MTTRA BALI MANDIRL

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh rasa femggimg
jawab.

Dbetiuui;
DEWAN KOMISARIS

PT.BPR MITRA BALI MANDIRIA

I GST AGUNG ANOM HARSANA
Kombaris Utania

1 WAYANtSUANDIANA
Komisaris



BABl
PENDAHULUAN

Berdirinya PT.BPR MITRA BALI MANDIRI adaJali untuk membantu pertumbulian
ekonomi daerah serta berfiingsi sebagai intermediasi agar bermanfaat untuk meningkatkan
taraf liidup masyarakat sekitamya.

Dalam tahap proses pertumbuhan PT.BPR MITRA BALI MANDIRI telah melalui
hambatan yang sangat berguna bagi proses kedewasaan dan kemandirian BPR ini.

Kedepan kami banyak melihat tantangan dan hambatan yang akan dilalui, tetapi kami
yakin bahwa dengan kesungguhan, semangat ingin maju keija keras dan solidaritas team
PT.BPR MITRA BALI MANDIRI serta dukungan dari Pemegang Saham dan kepercayaan
stake holder, maka BPR ini akan menjadi perusahaan yang besar dan sehat. Dengan
semakin meningkatnya kepercayaan diri nasabah / stake holder dalam bermitra dengan
PT.BPR MITRA BALI MANDIRI dan pragelolaan manajerial yang sehat kami yakin
kinerja baik yang sudah tercapai selama ini dapat berkembang sesuai dengan visi dan misi
perusahaan.

Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada lisiko bisnis yang beikaitan erat dengan
pengeloiaan usahanya sebagai perantara keuangan. Sejalan dengan peikembangan dunia
usaha, risiko bisnis yang dihadapi juga berkembang secaia luas yang diantara lain
mencakup risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan dan lain
sebagainya.

Dalam rangka meminimalkan risiko kerugian, maka PT.BPR MITRA BALI MANDIRI
dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada kebijakan dan prosedur penerapan
manajemen risiko yang ditetapkan dengan berdasarkan prinsip kehati- hatian dengan
mengacu pada ketentuan yang berlaku. Dengan diberlakukannya POJK No
04/POJK.03/20I5 tentang Pen^apan Tata Kelola bagi BPR dan POJK No.
13/POJK-03/20I5 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR di wajibkan untuk
mengelola BPR dengan praktik terbaik {best practice) dengan berazaskan pada 5 (lima)
pilar Good Corporate Governance, yakni Transparansk Akuntabilitas, Responsibility,
Independensi dan Keterbukaan (TARIF).

A. TRANSPARANCY(Transparansi):
Transparansi atau keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan
relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Tranparansi di
perlukan agar bank menjalankan bisnis secara obyekti^ profesional dan melindungi
kepentingan konsumen (nasabah). PT.BPR MITRA BALI MANDIRIsangat transparan
dalam menyampaikan Informasi pada kondisi keuangan dan non keuangan bank.
Infonnasi keuangan kepada publik dapat dilihat di seluruh jaringan Kantor PT.BPR
MITRA BALI MANDIRI dan Juga melalui homepage / website PT.BPR MITRA
BALI MANDIRI https: hprmitrahalimandiri.com yang sangat mudah diakses.
Cakupan informasi keuangan tersedia, lengkap dan uptodate .  Sistem Informasi
Manajemen PT.BPR MITRA BALI MANDIRI khususnya terkait Sistem Pelaporan
Internal Bank cukup mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu,
akurat, lengkap serta cukup handal dan efektif untuk pengambilan Keputusan
manajemen.
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B. AKUNTABILITY (Akuntabilitas);
Kejelasan ftingsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkanya. Bank
dikelola secara sehat, terukur dan professional dengan cara memperiiatikan
kepentingan Pemegang Saham, nasabah, dan stakeholder lain. Akuntabilitas
merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kineija yang berkesinambungan.
Bagi PT.BPR MITRA BALI MANDIRI Akuntabilitas merupakan prinsip adanya tugas
dan tanggung jawab yang jelas pada setiap organ perusahaan dan seluruh pihak dalam
perusaliaan sehingga mendukung pencapaian visi, mist, sasaran usaha Bank.

C RESPONSIBILITY (Pertanggungjawaban ):
Kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dan ketentuan internal bank seita
tanggung jawab Bank terhadap masyarakat dan lingkungan. Bagi PT.BPR MITRA
BALI MANDIRI Responsibilitas dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab dalam
menjalankan perusahaan dengan mematuhi ketentuan hukum dan peraturan
perundangan yang berlaku sehingga dapat terpeliharanya kesinambungan us^a dalam
jangka panjang.

D. INDEPENDENCY (Independensi):
Kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektifitas dalam melaksanakan tugas dan
kewajibanya serta untuk menjaga independensi setiap kegiatan usahanya, PT.BPR
MITRA BALI MANDIRI memaknai prinsip Independensi sebagai cara agar dalam
pengelolaan perusahaan dapat menjalankan fiingsinya, membebaskan diri dari pihak-
pihak Iain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan menjalankan fUngsinya
sesuai kompetensi yang memadai. PT.BPR MITRA BALI MANDIRI senantiasa

melakukan penanganan apabila teijadi benturan kepentingan. Seiring dengan
pemberlakuan GCG PT.BPR MITRA BALI MANDIRI telah menyusun kebijakan dan
prosedur benturan kepentingan. Pengungkapan kondisi benturan kepentingan pada
pengambilan keputusan akan dilengkapi risalah rapat yang diadministrasikan dan
didokumentasikan dengan sangat baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan..

E. FAIRNESS (Kewajaran ) :
Perlakuan yang adil dan peiiakuan yang sama sesuai dengan proporsinya untuk lebili
memberikan kepastian terhadap pencapaian sasaran organisasi . ̂ gi PT.BPR MITRA
BALI MANDIRI prinsip kesetaraan dan kewajaran merupakan perlakuan yang adil
dalam memenuhi hak stakeholder sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dengan
demikian kegiatan perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang
saham dan pemangku kepentingan lainya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.
Prinsip kewajaran dilakukan sesuai manfaat dan kontribusi yang di berikan kepada
perusahaan serta memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan,
berkarir dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan suku,
agama, ras, gender, dan kondisi fisik.

PT.BPR MITRA BALI MANDIRI berkedudukan di Jl. Raya Kapal, Br Muncan -
Mengwi Kab. Badung, didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 207 tanggal 17
September 1992 oleh Notaris I Putu Chandra, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar dan
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan
Surat Keputusan Nomor C2-1786.HT.01.01 TH.1992 tanggal 17 September 1992.
Anggaran dasar Bank telah mengalami perubahan, berdasaiican Akta Nomor 20 tanggal
01 September 2016 oleh Notaris Agung Iriantoro, Sarjana Hukum, Magister Hukum,
Notaris di Jakarta, perihal pengesahan pemyataan keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham (RLfPS) Tahunan dan Perubahan Pasal 4, Pasal 7, Pasal 11 dan Pasal 14
sehubimgan dengan penyesuaian ketentuan Pasal 5 dalam POJK No. 62/POJK.03/2020
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tentang Bank Perkreditan Rakyat. Akta tersebut telah mendapatkan Surat Pengesahan
dari Menteri Kchakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-
AH.Ol.03-0433701 tanggal03 Agustus2021.

PT. PT.BPR MITRA BALI MANDIRI beroperasi sesuai dengan Keputusan Menteri
Keuangan No : Kep-106/KM.17/1993, Tanggal 28 Mei 1993 yang bericantor pusat di
Jalan Raya Kapal, Banjar Muncan, Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
PT.BPR MITRA BALI MANDIRI yang selanjutnya disebut ’’Bank”, menyadari bahwa
akuntabilitas merupakan salah satu tolak ukur yang sekaligus untuk meningkatkan nilai
tambah Bank bagi pemegang saham dan stakeholders lainnya. Berangkat dari alasan
tersebut maka selaras dengan perkembangan usahanya, Bank secara berkesinambungan
untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan {Good Corporate
Governance - GCG) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usahanya.
Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pelaksanaan
Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Bank terns berupaya
mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan, kepatuhan dan manajeraen risiko.

Dalam melaksanakan tata kelola. Bank tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan
peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan tata kelola sebagaimana disebutkan di atas,
namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku lainnya seperti:

1. Bank Perkreditan Rakyat

● Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan
Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

●  Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbalas

●  POJK no 20/POJK.03/2014 Bank Perkreditan Rakyat

●  SEOJK no 16/SEOJK.03/2015 Bank Perkreditan Rakyat

●  POJK no 62/POJK.03/2020 Bank Perkreditan Rakyat
2. Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti

●  POJK no 12/POJK.03/2016 Kegiatan Usalra dan Jaringan Kantor BPR
Berdasarkan Modal Inti

●  SEOJK no 45/SEOJK.03/2017 Kegiatan Usalia dan Jaringan Kantor
(Multilisence)

3. Sertifikasi Direktur dan Komisaris

●  POJK no 44/POJK.03/2015 Sertifikasi Kompetensi Keija

●  Penjelasan POJK no 44/POJK.03/2015
● SKKNI BPR no 322 tahun 2016

● POJK ll/POJK.02/2021 Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di
Sektor Jasa Keuangan

4. Perlindungan Konsumen, Literasi & Inklusi Keuangan
●  POJK no l/POJK.07/2013 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
●  SE no 2/SEOJK.07/2014 Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

●  SE no l/SEOJK.07/2014 Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan
Literasi Keuangan kpd Konsumen dan/atau Masyarakat

●  SE no 12/SEOJK.07/2014 Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran
Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan

●  SE no 13/SEOJK.07/2014 Peijanjian Baku

●  POJK no 76/POJK.07/2016 Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan
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●  SEOJK no 30/SEOJK.07/2017 Literasi Keuangan

●  SEOJK no 31/SEOJK.07/2017 Inklusi Keuangan

●  POJK no 18/POJK.07/2018 Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa
Keuangan

●  SEOJK no 17/SEOJK.07/2018 Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengadiian
Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

5. Tata Kelola BPR

●  POJK no 4/POJK.03/2015 Penerapan Tata Kelola bagi BPR

●  SE OJK no 5/SEOJK.03/2016 Penerapan Tata Kelola BPR

●  SE OJK no 6/SEOJK.03/2016 Penerapan Fungsi Kepatuhan

●  SE OJK no 7/SEOJK.03/2016 Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern

●  SE OJK no 24/SEOJK.03/2020 Perubahan atas SEOJK no 5/SEOJK.03/2016

Penerapan Tata Kelola BPR
6. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

●  POJK no 5/POJK.03/20I5 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan
Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat

●  SE OJK no 8/SEOJK.03/2016 KPMM

●  SE OJK no 24/SEOJK.03/2019 Perubahan atas SEOJK
8/SEOJK.03/2016 KPMM

7. Manajemen Risiko bagi BPR

●  POJK no 13/POJK.03/2015 Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR

●  SEOJK no I/SEOJK.03/2019 Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR
8. Batas Maksimum Pemberian Kredit

●  POJK no 49/POJK.03/2017 Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank

Perkreditan Rakyat
●  SEOJK no 41/SEOJK.03/2017 BMPK

9. Kualitas Aktiva Produktif

●  PBI no 8/19/PBI/2006 Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

●  PBI no 13/26/PBI/20U Penibalian atas PBI no 8/19/PBI/2006, tentang
Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva
Produktif

●  POJK no 33/POJK.03/2019 Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
10. Pedoman Kebijakan Perkreditan

●  SE nomor 14/26/DKBU, 19 September 2012 Pedoman Kebijakan dan
Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat

●  Lampiran SE no 14/26/DKBU
11. Pedoman Akuntansi BPR

●  SE OJK no 40/SEOJK.03/2017 Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi
Keuangan BPR

●  Pedoman Akuntansi BPR

no

12. Laporan Bulanan
●  POJK no 13/POJK.03/2019 Pelaporan BPR/BPRS Melalui Sistem Pelaporan

OJK

.  SEOJK no 08/SEOJK.03/2019 Uporan Bulanan BPR

.  SEOJK no 18/SEOJK.03/2021 Perubahan atas SEOJK no 08/SEOJK.03/2019

Laporan Bulanan BPR

13. Transparansi Kondisi Keuangan
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●  POJK no48/POJK.03/2017 Transparansi Kondisi Keuangan BPR

●  SE OJK no 39/SEOJK.03/20J7 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Publikasi

*  SE OJK no 16/SEOJK.03/2019 Penibahan SE OJK no 39/SEOJK.03/2019

tentang Laporan Taliunan dan Laporan Keuangan Publikasi
14. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK-OJK)

●  POJK no 18/POJK.03/2017 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur
melalui SLIK

●  Pedoman Penyusunan Data SLIK
●  Stniktiu'Data SLIK

●  SEOJK no 50/SEOJK.03/2017 Peiaporan dan Pennintaan Informasi Debitur
melalui SLIK

● POJK no 64/POJK.03/2020 penibahan POJK no I8/POJK.03/2017 Pelaporan
dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK

●  SEOJK no 3/SEOJK.03/202I Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur
15. Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan & Pelatihan

●  POJK no 47/POJK.03/2017 Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk
Pengembangan SDM BPR

16. Rencana Bisnis

●  POJK no 37/POJK.03/2016 Rencana Bisnis BPR/BPRS

●  SEOJK no 52/SEOJK.03/2016 Rencana Bisnis BPR

●  POJK no 15/SEOJK.03/2021 Rencana Bisnis BPR/BPRS
●  SEOJK no 28/SEOJK.03/2021 Rencana Bisnis BPR

17. Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi
●  POJK no 75/POJK.03/2016 Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi

bagi BPR/BPRS
●  SEOJK no 15/SEOJK.03/20I7 Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi

bagi BPR/BPRS
18. Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP

●  POJK no 13/POJK.03/20I7 Penggunaan Jasa AP dan KAP

●  SEOJK no 36/SEOJK.03/2017 Tatacara Penggunaan Jasa AP dan KAP
19. Undang-Undang

● UU no 8/2010 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

● UU no 9/2013 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TP Pendanaan Terorisme
20. Peraturan Pemerintah

●  PP no 43/2015 ttg Pihak Peiapor

●  PP no 2/2016 ttg Tatacara Penyampaian Informasi dalam Pencegahan dan
Pemberantasan TPPU

21. Peraturan dan Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan
●  POJK no 12/POJK.01/2017 ttg Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
●  SE no 32/SEOJK.03/2017 ttg Penerapan APU & PPT di Sektor Perbankan
.  POJK no 23/POJK.01/2019 ttg Perubahan atas POJK no 12/POJK.01/2017 ttg

Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di
Sektor Jasa Keuangan

22. Peraturan Kepaia PPATK
●  Perka No PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 ttg Tatacara Penyampaian LTKM dan

LTKT
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●  Perka No PER-14/L02/PPATK/11/14 ttg Pengenaan Sanksi Administratif atas
Pelanggaran Kewajiban Pelaporan

●  Perka No PER-02/1.02/PPATK/02/15 ttg Kategori Penguna Jasa Berpotensi
Melakukan TPPU

23. Penjaminan Simpanan

● PEPS no 2/2014 ttg Pembahan atas PLPS no 2/PLPS/2010 ttg Program
Penjaminan Simpanan PLPS 2 th 2014 Pmibahan PLPS Peniamiman 2010

● Panduan Tatacara Perhitungan Premi

● PLPS no 1-2019 Laporan BPR

● PLPS no 2-2019 Laporan BPR/BPRS
24. Relaksasi

1. Kebijakan Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019
●  POJK no 1 l/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional

Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Cqfid-19
●  POJK no 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan BPR-BPRS Sebagai Dampak

Penyebaran Coronavinis Disease 2019
●  POJK no 48/POJK.03/2020 tentang Pembahan atas POJK no POJK no

1 l/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai
Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Cofid-19

24. Peraturan - Peraturan Pemerintah lainya, Keputusan-keputusan  Menteri Keuangan
Republik Indonesia atau Departemen Kementerian yang terkait

25. Anggaran Dasar PT.BPR MITRA BALI MANDIRI beserta pembahan-
pembahannya

26. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT.BPR
MITRA BALI MANDIRI

27. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang &
Pencegahan Pendanaan Terorisme PT.BPR MITRA BALI MANDIRI

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan

laporan pelaksanaan tata kelola yang terdiri atas transparansi pelaksanaan tata

kelola dan kesimpulan umum hasil self-assessment pelaksanaan tata kelola di
PT.BPR MITRA BALI MANDIRI.
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BAB I

DlREKSi

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi adalah organ penisahaan yang bertanggungjawab penuh atas pengumsan Bank
untuk kepentingan dan tujuan Bank, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Serta
secara kolektif Direksi juga berwenang dan bertanggungjawab melakukan pengelolaan
penisahaan dan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direksi bertanggungjawab  kepada RUPS.
Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS tersebut merupakan perwujudan
pengelolaan penisahaan sesuai dengan prinsip -prinsip GCG.

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama, adalah;

1. Memastikan terselenggarannya pelaksanaan Good Corporate Governance atau tata
kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau
jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati - hatian.

2. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
3. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab

sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang -
Undangan yang berlaku.

4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja
Audit Intern Bank, auditor ekstemal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan
/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya.

5. Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham
melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat
strategis di bidang kepegawaian.

7. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat
waktu kepada Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, adalah:

1. Merumuskan strategi gima mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan

ditetapkan oleh Direksi
3. Menetapkan Sistem dan Prosedur Kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun

ketentuan dan pedoman Internal Bank
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan

usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan &
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil

oleh Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku

7. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh
unit keija terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan Peraturan
Perundang-undangan lain yang relevan

8. Melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait
pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR

9. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan
10. Melakukan Hak dan Kewajiban Direktur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan
keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank.
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Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kewenangan
yang di atur dalam Anggaran Dasar Bank dan beitanggungjawab penuh atas
pelaksanaan kepengunisan Bank, antara lain ;
1. Menetapkan tujuan dan strategi Bank iintiik jangka panjang, menengah dan tahunan.
2. Direksi telah mengelola perusahaan sehingga tercipta terkoordinimya semua

aktifitas BPR, baik di bidang operasional, kredit dan pemasaran serta sumber daya
manusia dengan sebaik- baiknya.

3. Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya
sebagaimana di atur dalam anggaran dasar dan Peraturan yang berlaku.

4. Direksi telah melaksanakan prinsip- prinsip GCG dalam kegiatan usaha bank pada
sebagian tingkatan atau jenjang organisasi, antara lain direksi telah menjalankan
flmgsi audit intern, pembentukan fungsi kepatulian dan manajemen risiko yang
independen terhadap operasional dan penerapanya bertindak sebagai pengendalian
intern.

5. Direksi telah menyesuaikan dan melaksanakan program Anti Pencucian Uang (
APU ) dan pencegahan Pendanaan Terorisme ( PPT ) yang di sesuaikan dengan
ketentuan terbani dari OJK yaitu POJK Nomor I2/POJK.01/2017 POJK tentang
Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor
Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor
32/SEOJK.03/2017 SEOJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.

6. Direksi telali menindaklanjuti temuan audit / SKAI, Auditor Ekstemal, hasil
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sesuai komitmen yang telah di sepakati.

7. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip kehati- hatian dan kepatuhan
Bank terhadap kegiatan operasional.

8. Direksi telah menyediakan data secara lengkap, dan akurat, terkini dan tepat waktu
kepada Komisaris.

9. Direksi memiliki pedoman keija dan tata tertib keija yang mengatur etika keija,
waktu keija, dan rapat.

10. Membuat laporan tahunan dan dokumentasi keuangan secara tiansparan.

B. STRUKTUR, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSl DIREKSI

Berdasarkan Akta Pemyataan Pemegang Saliam yang diambil diluar Rapat Umum
Pemegang Saham No: 16 tanggal 29 September 2021 yang dibuat oleh Notaris Agung
Iriantoro, Notaris/ PPAT, Direksi PT.BPR MITRA BALI MANDIRl pada posisi 31
Desember 2021 beijumlah 2 (dua) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama
dan 1 (satu) orang Direktur dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Independen/ Tdk IndepedenNo Nama

Direktur UtamaDewa Nyoman Artanine Pita Independen
Direktur Independen2 Elly Yulianti

Jumlah Direksi telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 4/ POJK
.03./2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.  & Sesuai dengan Sesuai kartu
identitas diri masing-masing maka seluruh anggota Direksi bertempat tinggal /
berdomisili di kota/kabupaten yang sama atau kota/ kabupaten yang berbeda pada
propinsi yang sama atau kota/kabupatai di provinsi lain yang berbatasan langsung
dengan kota/kabupaten pada propinsi lokasi kantor pusat BPR. Direktur Utama
bertempat tinggal di Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dan
Direktur bertempat tinggal di Kelurahan Kapal Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung,
masih dalam provinsi yang sama pada lokasi kantor pusat BPR.
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Selumh Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua
dengan sesama anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris serta secara sendiri
atau bersama-sama tidak memiliki saham pada perusahaan atau menjadi pemegang
saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non bank sehingga dapat di sebut independen
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pengangkatan Dewa Nyoman Artaning Dita Sebagai Direktur Utama PT.BPR MITRA
BALI MANDIRI bersamaan dengan pengangkatan Elly Yulianti, selaku Direktur PT.BPR
MITRA BALI MANDIRI, dimana Direktur Utama diangkat sesuai Akta Pemyataan
Pemegang Saliam yang diambil diluar Rapat Umuni Pemegang Saham No: 16 tanggal 29
September 2021 yang dibuat oleh Notaris Agung Iriantoro, Notaris/ PPAT, di Jakarta,
tentang akta pemyataan keputusan rapat PT PT.BPR MITRA BALI MANDIRI, yang
mana pengangkatan tersebut sudah diberitahukan melalui Surat No 050/MBM/IX/Lap-
2021 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor
KEP-24/KR_08iy2016 pada tanggal 11 Agustus 2016 dan telah mendapat persetujuan
pengangkatan kembali Direksi dari Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa
Tenggara sebagaimana tercantum dalam Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-
49/KR.0812/2022 pada tanggal 20 Febniari 2022

Sedangkan pengangkatan Elly Yulianti, diangkat menjadi Direktur PT.BPR MITRA
BALI MANDIRI diangkat sesuai Akta Pemyataan Pemegang Saham yang diambil diluar
Rapat Umum Pemegang Saham No; 16 tanggal 29 September 2021 yang dibuat oleh
Notaris Agung Iriantoro, Notaris/ PPAT, di Jakarta, tentang akta pemyataan keputusan
rapat PT PT.BPR MITRA BALI MANDIRI, yang mana pengangkatan tersebut
berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-
24/KR.081/2016 pada tanggal 11 Agustus 2016 dan telah mendapat persetujuan
pengangkatan kembali Direksi dari Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa
Tenggara sebagaimana tercantum dalam Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-
49/KR.0812/2022 pada tanggal 20 Februari 2022

Berdasarkan Peraturan Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola BPR dan Surat
Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan Penerapan
Fungsi Kepatulian Bagi BPR, maka dalam melaksanakan llmgsi kepatuhan pada tanggal
04 Mei 2017, Direktur telah diflmgsikan sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi
Kepatuhan. Proses pengajuan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan ke OJK
telah di lakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, PT.BPR MITRA BALI MANDIRI
telah mengajukan permohonan persetujuan Direktur Yang Membawahkan Fungsi
Kepatuhan kepada OJK melalui Surat No 148/SGP/DIR/VI/2017 tanggal 28 Juli 2017
perihal Laporan Pengangkatan Anggota Direktur Yang Membawahkan Fimgsi
Kepatuhan. Menindaklanjuti permohonan tersebut OJK telah melakukan uji kelayakan
dan kepatutan pada bulan Juli dan telah dinyatakan lulus melalui surat Nomor
SR.170/KR081/2017 pada tanggal 26 Juli 2017 Bank telah menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 28 Agustus 2017 sampai
dengan tanggal berakhimya masa jabatan sebagai Direktur Perseroan.

Selumh Anggota Direksi mempakan tenaga professional yang memiliki pengalaman
pada industri perbankan dan telah lulus penilaian Kemampuan dan Kepatutan ( Fit And
Proper Test ). Susunan Direksi tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa
Keuangan.

C. MASA JABATAN
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Pengangkatan Direksi telah memperoleh persetujuan dengan Pemyataan Pemegang
Saham Yang Diambil diluar Rapat Pemegang Saham PT. BPR MITRA BALI
MANDIRI

pengangkatan Direksi dan Dewan FComisaris Perseroan.
No: 16 tanggal 29 September 2021 dengan agenda persetujuan

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota
Direksi PT.BPR MITRA BALI MANDTRl:

!?ei^ujuan
RUPS

No Nama Jabatan Berakhir PcRetujuanOJK
(tahun)

Dewa N\ Oman Arlanina Dita Dirdtur Utama 3 29/08/2024 No. 16/2021 S-49/KR.0S12/2022

2 Elly YulianO Dir^tur 3 29/08.'2024 No 16/2021 S49/KR.0812/2022

a SERTIFIKASI PROFESl DIREKSI

Sampai dengan Tahun 2021, seluruh anggota Direksi Bank telah lulus program
Sertifikasi Profesi Direksi yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM
Certif, dengan perincian sebagai berikut:

Jabatan No SertifikasiNo Nama Berakhir

Direktur UtamaDewa Nyoman Artaning Dita1 641271120 6 3326 2018 21Des2023

DirekturEllv Yulianti2 641271120 6 0638 2021 I4Jun2026

E. TRANSPARANSIHUBUNGAN KEUANGAN, KEPEMILIKAN,

KEPENGURUSAN DAN KELUARGA

Guna memenuhi aspek transparasi maka berikut kami sampaikan Transparansi Hubungan
Kepemilikan, Kepengurusan dan Keluarga :

Hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain oleh anggota
Direksi sebagai berikut:

Kepengurusan

Sebagai Dckom Sebagai PSPSebagai DireksiNama

Tidak TidakYa Tidak YaYa

Dewa Nyoman Artaning Dita X X X

Elly Yulianti X X X

Cepemilikan Saham Anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Kepemilikan
Saham

%Nama
Kepemilikan
Perusahaan

%

Dewa Nyoman Artaning Dita

Elly Yulianti

Hubungan keluarga dan keuangan antar anggota Direksi dengan insan anggota Dewan
Komisaris dan /atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendali sebagai berikut:
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Nama Dekom Dircksi ^^^DgSaham Dekom 'emegang Saham
Ya Tidak TidakYa Ya Tidak TidakYa Ya Tidak Ya Tidak

DewaNvoman Artanine Dita XX X X X X

Ell}’ Yulianti XX X X X X

Selunih anggota Direksi PT.BPR MITRA BALI MANDIRl tidak memiliki hubungan
kepengurusan dan kepeinilikan saham pada pemsahaan Iain dan tidak memiliki hubungan
keluarga dan keuangan antar anggota Direksi dengan insan anggota Dewan Komisaris dan /
atau Anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendali sehingga dapat disebut
Independen.

F. RAPAT DIREKSI

Pelaksanaan Rapat Direksi telali dilakukan secara rutin dan berkelanjutan sesuai dengan
Pedoman dan Tata Tertib Direksi 2016, adapun rapat Direksi terdiri dari rapat bulanan
dengan Pejebat eksekutif dan juga seluruh karyawan. Rapat Direksi masih didominasi oleh
pembahasan kineija dan Evaluasi terhadap pencapaian rencana keija, pengembangan 1
buian kedepan, tindak lanjut hasil audit & isu-isu strategis / penetapan kebijakan stategis.
Direksi menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, akan tetapi diluar jadwal
tersebut Direksi dapat mengundang pejabat untuk mengadakan rapat membalias hal-hal
yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera. Selama tahun 2021, telah
diselenggarakan sebanyak 12 kali Rapat Direksi dengan Pejabat Bank yang Juga di hadiri
oleh Komisaris Utama PT.BPR MITRA BALI MANDIRl, adapun rekapitulasi kehadiran
dalam Rapat Direksi dengan Pejabat Bank selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Rapffl^aSomlSns
Rapat Direksi

dengan DireksiJabatanNo Nama
Jumlah

Kehadiran
Jumlah

Kehadiran
Prosentase Prosentase

i Gusti Agung Anom Harsana Komisans Utama 33% 100%4 12

I Wayan Suandiana Komisaris2 33% 12 100%4

Dewa Nyoman Artaning Dita Dirdtur Utama 100%3 12 4 33%

Elly YuHanti
Putu Sincia Dewi

Direktur 100% 33%124 4

PE Kepala Bagian Operasional5 12 100% 33%4

Ni Kadek Sri Lisa Febrivanti PESPI 100% 33%6 12 4

Putu Indah Suprabawati P£Kq)aUihan7 12 100% 33%4

Kepala Sub Bagian Remidial1 Nyoman Sumartana 100% 33%12 4

Kepala Sub Bagian Mark^it^Putu Ariastuti 100% 33%9 12 4

Acara Rapat Direksi dengan seluruh Pejabat Bank PT.BPR MITRA BALI MANDIRl yang
dihadiri oleh Komisaris Utama seluruhnya diselenggarakan di Kantor Pusat PT.BPR
MITRA BALI MANDIRL Seluruh anggota Direksi telah memenulii ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan dan Pedoman Keija Direksi mengenai minimum kehadiran dalam rapat dan
jumlah minimum rapat yang diselenggarakan. Keputusan dalam setiap Rapat Direksi
dengan Pejabat Bank dilakukan berdasaikan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan
rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

G. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI

Direksi tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain
Remunerasi dan fasilitas lainya yang ditetapkan dalam RUPS. Total remunerasi Direksi
selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:
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Jumlah Diterima Qldi Direksi (Kotor)No Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain
Jumlah (orang) Jutaan Rp.

Rp 266,175,000.00] 2Gaji

2 2 Rp 15,600,000.00Tunjangan Telepon

Tantiem3

4 Kompensasi berbasis saham

Remunerasi Lainnya5

Total Rp 281,775,000.00

Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)No Jenis Fasilitas Lain
Jumlah (unit) Uraian

1 Perumahan

2 Unit2 I Mobil Xenia dan I Mobil AvanzaTransportasi

3 Asuransi Kesehatan

Fasilitas Lainnya4

H. PROGRAM PEMBELAJARAN BERKELANJUTAN

Anggota Direksi telah membudayakan pembelajaran berkelanjutan untuk meningkatkan
pengetahuan dan ketrampilan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
Training atau seminar yang di ikuti oleh Direksi pada tahun 2021 antara lain adalah sebagai
berikut:

1. Direktur Utama (Dewa Nyoman Artanmg Dita.)
> Sosialisasi Penawaran Program Marketing BPR Mitra Grup Bali oleh Pak

Ngurah tanggal 16 Agustus 2021
> Rapat Rutin Bulanan ke BPR Kantitanggal 29 September 2021
> Pelatihan Rencana Bisnis BPR oleh Perbarindo di Harris Hotel tanggal 28

Oktober2021

> Pelatihan LPS Penegakan Kepatuhan serta Pencegahan Tindak Pidana
Perbankan oleh Perbarindo (Virtual) tanggal 17 Nopember 2021

> Rapat Koordinasi Rakerda oleh DPD Perbarindo di Hotel Golden Tulip tanggal
18 Nopember 2021

2. Direktur (Eily Yulianti.)
> Pemberitahuan Kewajiban Angsuran PPH Pasal 25 mulai tahun pajak 2021 oleh

Kantor Pelayanan Pajak via zoom tanggal 09 Maret 2021
> Pelatihan Survailen Direksi oleh Perbarindo (Virtual) tanggal 07 s/d 12 April

2021

> Rapat Kerja oleh Perbarindo di Hotel Golden Tulip Denpasar tanggal 24 Juni
2021

> Penerapan Program Apu PPT berbasis Resiko terkait tindak pidana kehutanan
sebagai tindak pidana asal beresiko tinggi Pencucian uang oleh OJK (Virtual)
tanggal 13 Juli 2021

> Penerapan Program Apu PPT beibasis Resiko terkait tindak pidana asal (TP A)
Luar Negeri OJK (Virtual) tanggal 07 September 2021

> Penerapan Program Apu PPT berbasis Resiko terkait tindak pidana narkotika
sebagai tindak pidana asal beresiko tinggi Pencucian uang oleh OJK (Virtual)
tanggal 07 September 2021
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> Penyampaian Buku Cetak Biru Pengembangan SDM di Sektor Jasa Keuangan
2021-2025 oleh OJK (Virtual) tanggal 15 September 2021
Undangan Sosialisasi Ketentuan dan Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
Laporan Bulanan Bank Peikreditan Ral^at (LBBPR) oleh OJK (Virtual) tanggal
20 September 2021
Seminar Nasional Pefindo Kredit 2021 oleh Perbarindo di The Avanya Beach
Resort Bali tanggal 18 Nopember2021
Rakerda DPP Perbarindo Bali 2021 oldi Perbarido tanggal 24-25 Nopember

>●

>

2021

Undangan OJK mengajar dengan Tema Transformasi Perbankan di Era

Digitalisasi oleh OJK (Virtual) tanggal 21 Oktober 2021

Undangan sosialisasi Ketentuan dan Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Modul Laporan Rencana Bisnis BPR/BPRS oleh OJK (Virtual) tanggal 27
Oktober 2021

Undangan Suvtainable Finance : Tlie Clianging Face Of Financial Institution

oleh OJK (Virtual) tanggal 22 Nopember 2021

Undangan Launching Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia bagi

Industri BPR/BPRS 2021-2025 oleh OJK (virtual) tanggal 30 Nopember 2021
Undangan Seminar Akhir Riset OJK tahun 2021 oleh OJK (virtual) tanggal 2
Desember2021

Undangan Seminar Motivasi oleh Perbarindo di Art Center tanggal 03
Desember 2021

>

>

>

>

> Webinar menyongsong tahun 2022 oleh OJK (virtual) tanggal 09 Desember
2021

Webinar OJK Fintech Research oleh Perbarindo (Virtual) tanggal 10 Desember
2021

Pengkinian Profil pada sistem informasi Program Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme ( SIGAP) oleh OJK (virtual) tanggal 30
Desember 2021

>

Sedangkan program Direksi membudayakan pembelajaran berkelanjutan dalam rangka

meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang

keuangan dan lainya ke seluruh tingkatan jenjang organisasi dengan mengikutsertakan

pegawai BPR dalam pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas

individu pada tahun 2021 antara lain sebagai berikut:
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PT BPR MITRA BAU MANOIRI

REAUSASI PENDIDIKANSUMBER DAYA MANUSIA

PERIODETAHUN2021

TANGGAL REAUSASI JENIS PELAT1HAN PENYEIENGGARA PESERTA

Sosialtsasi Workshop tentang

Pelaporan melalui Go AML bagi

Industri BPR Tahap II

Indah Suprabawati dan Usa

Febriyanti
IBJanuari 2021 Periiarlndo (Virtual)

Pelatihan Stress Test POJK 48

terhadap Ketahanan Modal BPR

oleh Bpk Lucas

08 Maret 2021 Perbarindo (Virtual) Lisa Febriyanti

07 s/d 12 April 2021 Pelatihan Survallen Dfreksl Perbarindo (Virtual) Elly Yulianti

Undangan Festival Ekonomi dan

Keuangan Digital Indonesia (FEKDI)

2021 wilayah Bali

27-29 April 2021 Bank Indonesia (Virtual) Lisa Febriyanti

04 s/d 07 Mel 2021 Pelatihan Seitif Suvaiten Komisaris Perbarindo (Virtual) I Wayan Suandiana

Webinar Prospek EkonomiTahun
2021-2022 Bank Mega Syariah (Virtual)09Juni2021 Indah Suprabawati

lOiuni2021 Tipologi Pencudan Uang PusdiklatPPATK (Virtual) Dewi Suantari, Usa Febriyanti

Pelatihan SPi Pemula Pemahaman

tentang dasar-dasar pemeriksaan

Akuntan Publik Ketut Budiardu

dan Anggiriawan
14 September 2021 Lisa Febriyanti

15-16 September 2021 Workshop Miao Business (MBG) BPR Kanti Adi Saputra

Undangan Sosialisasi Ketentuan dan

Aplikasi Pelaporan Online OJK

(APOLO) Laporan Bulanan Bank

Perkreditan Rakyat (LBBPR)

Elly Yulianti, Usa Febriyanti dan
Sinda Dewi

OJK (Virtual)20 September 2021

Undangan Sosialisasi Struktur Data

dan Aplikasi OJK-BOX (OBOX)

BPR/BPRS

OJK (Virtual)28-Sep-21 Sinda Dewi, Evi dan Usa Febriyanti

Sosialisasi Perubahan Laporan

Bulanan Apolo SE OJK No 18 th
06 Oktober 2021 Programer NBP-Sys (Virtual) Sinda Dewi, Evi dan Hendra

Dewa Nyoman Artaning Dita dan
Sincia

Perbarindo28 Oktober 2021 Pelatihan Rencana Bisnis BPR

Seminar Nasional Pefindo Kredit

202118 Nopember 2021 Perbarindo Elly Yulianti

Rakerda DPP Perbarindo Bali
Perbarindo24-25 Nopember 2021 Elly Yulianti

Undangan Shering Seasion E-KTP Perbarindo26 Nopember 2021 Putu SirKia Dewi
Dukcapil

Webinar Pengenalan RCSA (Risk

Control Self Assesment) Penilaian

Mandiri Pengendalian Resiko

Putu Indah Suprabawati dan Usa

Febriyanti
Perbarindo (Virtual)02 Desember2021

Peran Internal Audit dalam

Penguatan Tata Kelola

Sosialisasi Ketentuan dan Aplikasi

Pelaporan Online OJK (APOLO)

Modul Lap Profil Resiko BPR/BPRS

IAI6 (Virtual)03 Desember 2021 Lisa Febriyanti

Putu Indah Suprabawati dan Lisa

Febriyanti
Perbarindo (Virtual)16 Desember 2021

I. KOMITE- KOMITE

Jumiah modal PT.BPR MITRA BALI MANDIRI pada posisi akliir tahun 2021 adalah
Rp. 3.449.818.920,- ( Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan
Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah )  sehingga tidak
diwajibkan membentuk ; Satuan Keija Audit Intern, Satuan Keija Manajemen Resiko
dan Komite Manajemen Resiko dan Satuan Keija kepatuhan, dalam pelaksanaanya
Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan, Pejabat Eksekutif Audit
Internal Dan Staff di bidang APU PPT
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Selain hal tersebut diatas Direksi hanya membentuk Komite Kredit beitugas untuk
memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan
arahan-arahan Direksi. Komite Kredit adalah Komite Operasional yang membantu
Direksi baik dalam mengevaluasi dan/ atau memutuskan pengeluaran kredit,
perpanjangan dan perubahan kredit dalam batas wewenang yang berlaku.
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BAB III

DEWAN KOMISARIS

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS.

Keberadaan Dewan Komisaris dalam pengelolaan perusahaan adalah sangat penting.
Penetapan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris ini pada dasamya diatur dalam
Undang- Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan
Peraturan Bank Indonesia mengoiai G(xxi Corporate Governance serta kebijakan
intern PT. PT,BPR MITRA BALI MANDIRI yang sccara keseiuruhan menxpakan
panduan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab
terkait dengan pengelolaan PT.BPR MITRA BALI MANDIRI.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan
Terbatas, dan khususnya ketwituan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan
tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah mengawasi Direksi dalam
menjalankan operasional Bank. Dalam melakukan tugas pengawasan tersebut, maka
Dewan Komisaris:

1. Dewan Komisaris Wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan
prinsip- prinsip Good Corporate Governance atau tata kelola yang baik.

2. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya
pelaksanaan Good Corporate Governance atau tata kelola yang baik. dalam setiap
kegiatau usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dimana paling
kurang harus diwujudkan dalam:
a Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi.
b. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris.
c. Benturan kepentingan.
d. Penetapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstem.
e. Penerapan fimgsi Manajemen Risiko termasuk pengendalian intern,
f. Batas Maksimum Pemberian Kredit.

g. Rencana Bisnis.
h. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
dan tanggungjawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan
Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis
Bank.

5. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan
komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasioanl
Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian Kredit kepada Direksi
sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran
Dasar Bank atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan
audit dan/ataii rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor
intern, Dewan Komisaris dan/atau auditor ekstem.

7. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa
Keuangan paling lanibat 7 (tujuh) hari keija sejak ditemukannya:
a Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan Perbankan.
b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

8. Dewan komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib keija yang hams di
evaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.
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B. PENGAWASAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS.

Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris secara pro aktif melakukan pengawasan
dan membeiikan masukan kepada Direksi. Pengawasan dilakukan secara langsung
termasuk memantau tindak lanjut atas rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada
Direksi.

Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dalam memberikan saran dan
rekomendasi, antara Iain:

1. Peiaksanaan Rencana Keija dan Anggaran Perusahaan Bank Tahun 2021, bempa
penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk
penerapan kepatiihan terhadap ketentuan.

2. Penilaian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, seperti kinerja
keuangan khususnya terkait fektor pennodalan (capital), rentabilitas (earnings),
kualitas asset, manajemen, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.

3. Perbaikan atas temuan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Kecukupan Pennodalan Bank.
5. Kualitas Aktiva Produktif (KAP).
6. Likuiditas Bank.

7. Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko Bank.

8. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
9. Mengawasi tindak lanjut hasil temuan audit intern, kualitas dan pengembangan

operasional.
10. Penerapan GCG dan Manajemen Risiko serta kepatuhan Bank teriiadap peraturan-

peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan lainnya.
11. Penerapan Program Anti Pencucian Uangdan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
12. Penerapan Perlindimgan Konsumen.
13. Prosedur & Kebijakan Perkreditan dan Operasional.
14. Saran lainya sesuai dengan tugas.

Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi agar Direksi memberikan peiiiatian
khusus dan melakukan perbaikan-perbaikan, antara lain:
1. Dewan Komisaris telah memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Direksi

sehubungan dengan tidak tercapainya Rencana Kerja tahun 2021.
2. Kebijakan Direksi melakukan reorganisasi dan restaffing, perlu disosialisasikan

kepada segenap jajaran SDM baik di Kantor Pusat maupun Kas, serta diimbangi oleh
kejelasan dalam Uraian Jabatan bagi para karyawan pimpinan dan kejelasan perincian
tugas bagi segenap kaiyawan pelaksana.

3. SDM sebagai pendukung utama untuk pengembangan kineija Bank, hams secara
terns menerus mendapat pembinaan antara lain;
a Program pendidikan/training bagi selumh SDM secara berkelanjutan. Peningkatan

profesionalisme/kompetensi sumber daya Manusia sebagai aset utama Bank
secara kualitas maupim kuantitas, tetap hams menjadi perhatian manajemen
karena akan meningkatkan kualitas daya saing Bank dibandingkan dengan
kompetitor. Kegiatan pendidikan hams menjadi kegiatan sehari-hari dan terns
menems untuk menciptakan Sumber Daya Manusia di semua lapisan yang
professional di bidangnya masing-masing. Kegiatan training-training yang terns
menerus akan dapat mencegah teijadinya kemgian yang teijadi karena human eror
akibat SDM yang tidak memiliki kompetensi.

b. Adanya kebijakan dan prosedur di bidang SDM yang meliputi tata laksana
penerimaan karyawan, jenjang penggajian, kepangkatan, rotasi/inutasi,
promosi/demosi, pemberian penghargaan, pemberhentian dsb, dapat menekan
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fluktuasi keluar/masuk SDM sekecil mimgkin. Tenaga-tenaga yang telah terdidik
dan memiliki profesionalisme yang semakin tinggi dapat terns meiigabdikan
dirinya di Bank serta memberikan ketentraman & suasana keija produktif bagi
selumh SDM. Karyawan dapat mengetahui hak-hak dan kewajibannya dan dapat
memprediksi jenjang karir yangjelas setelah masa keija tertentu.

4. Kebijakan Direksi untuk mengembangkan Kredit dan pendanaan, hanis dilaksanakan
berdasarkan prinsip kehati-hatian , serta diimbangi oleh flingsi pengawasan yang baik
melalui optimalisasi fungsi Internal Control. Fungsi audit harus dilaksanakan terhadap
setiap segmen Kredit mencakup pelaksanaan/kepatuhan terhadap prinsip kehati-
hatian, sampai dengan fungsi remedial dan kualitas penagihan (coUecikm) sebagai
bagian dari mitigasi risiko.

5. Bank perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, tidak hanya melalui
penerapan Standard Operating Procedure (SOP) secara disiplin, namun juga hams
memberikan pelayanan yang prima berdasarkan etika profesionalisme melebihi tingkat
harapan dari nasabah, yang dapat memberika nilai tambali sebagai daya saing dengan
kompetitor.

6. Perlu terns dilakukan perbaikan secara berkeianjutan untuk lebih mencapai tingkat
kepuasan nasabah yang prima (customer sati^action). Hal ini tentunya sangat sejalan
dengan industri Perbankan yang menjalankan usaha atas dasar kepercayaaii serta dapat
mengemban amanah yang dititipkan oleh para nasabah Bank.

7. Untuk memelihara pelaksanaan GCG pada posisi yang baik, agar dilakukan antara lain;
a Evaluasi terhadap Kebijakan dan Prosedur/Poloman Keija yang sudah ada, apakah

perlu direvisi atau tidak, terkait dengan perkembangan bisnis maupun adanya
ketentuan ekstem/pemndang-undangan yang bembah atau bam.

b. Uraian Jabatan para Karyawan Pimpinan dan uraian tugas para karyawan yang
sudah ada agar di evaluasi, agar sesuai dengan perubahan organisasi yang
menunjang Rencana Bisnis Bank,

c Percepatan pelayanan kepada nasabah tetap terjaga dengan baik tanpa adanya
pelanggaran terhadap prosediu- maupim service level agreement antar
organisasi/satuan kerja di Bank. Tetap memperhatikan prinsip fairness bahwa setiap
satuan keija/organisasi melaksanakan tugas sesuai dengan batasan tugas dan
tanggungjawabnya.

8. Bank hams senantiasa meningkatkan prinsip kehati-hatian didalam proses pemberian
kredit, dalam rangka memitigasi risiko kredit dan meminimalisir potensi timbulnya
NPL. Sedangkan NPL yang ada agar diupayakan untuk segera diselesaikan. Bila
debitur masih beritikad baik maka penyelesaiannya melalui negosiasi atau bila perlu
restniktiuisasi, sedangkan bila itikad debitin’ sudah tidak baik maka penyelesaiannya
melalui proses hukum.

9, Didalam kegiatan pengembangan bisnis Bank hams senantiasa bemsalia memitigasi
risiko- risiko inherent yang masih termasuk kategori high maupun moderate to high
secara terns menems sehingga dapat ditekan pada level setinggi-tingginya moderat,
karena risiko-risiko inheren akan berpengamh kepada penilaian tingkat keseliatan
Bank. Risk Control System Kredit, kepatuhan, Likuiditas, Operasional, dasar
Kepatuhan, agar terns ditingkatkan kualitasnya, sehingga yang sementara dinilai
Marginal dapat ditingkatkan kualitasnya meningkat menjadi Fair, Satisfactory bahkan
Strong.
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10. Sesuai dengan visi Bank menjadi Bank yang tumbuh dan berkembang secara sehat,
bahwa Bank telah menentukan fokus ekpansi usaha kedepan adalah pada segmen pasar
usaha mikro kecil menengah (UMKM), Dewan Komisaris menilai bahwa segmen pasar
yang dipilih tahun 2021 dan beberapa tahun kedepan sudah tepat, untuk dasar
melakukan akselerasi pertumbuhan bisnis Bank.

C. STRUKTUR, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS
Berdasarkan Akta Pemyataan Pemegang Saham yang diambil diluar Rapat Umum
Pemegang Saham No: 24 pada tanggal 30 April 2021 yang dibuat oleh Notaris Agung
Iriantoro, Notaris/ PPAT, Komisaris PT.BPR MITRA BALI MANDIRJ pada posisi 31
Desember 2021 berjumlah 2 (dua) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris
Jtama dan 1 (satu) orang Komisaris dengan komposisi sebagai berikut:

Independen/ Tidak
Independen

No Nama Komisaris Jabatan

Drs I Gusti Agung Anom Harsana, Ak. Komisaris Utama Independen
2 1 Wayan Suandiana, BA Komisaris Independen

Jiimlah anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan POJK No 4/POJK.03/2015
tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR sebanyak 2 (dua) orang adalah sama dari
jumlah anggota Direksi yang berjumlah 2 (dua) orang. Sesuai kaitu identitas diri masing-
masing maka seluruli anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal / berdomisili di
Indonesia dan bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan provinsi lokasi kantor
pusat BPR.

D. MASA JABATAN

Pengangkatan Dewan Komisaris telah memperoleh persetujuan dengan Pemyataan
Pemegang Saham Yang Diambil diluar Rapat Pemegang Saham PT. BPR MITRA BALI
MANDIRI

pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
No : 24 pada tanggal 30 April 2021. dengan agenda persetujuan

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota
Dewan Komisaris Bank:

Masa Jabatan PersehijuanJabatanNo Nama Beraktiir
(tahun) RUPS

Komisans Utama 3Drs I Gusti Agung Anom Haisana, Ak. 2Ml32(!24 No. 24/2021 S-285/M122021

2 IWa}'anSuaiKiiana,BA Komisaris 3 25/03/2024 No. 24^021 8-285/101.0812/2021

E. SERTIFIKASIPROFESI DEWAN KOMISARIS
Sesuai Daftar Riwayat Hidup ( CV ) masing-masing maka seluruli Anggota Dewan
Komisaris memiliki Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan yang memadai.
Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah lulus Fit & Proper test oleh Otoritas Jasa
Keuangan. Sampai dengan tahun 2021, Anggota Dewan Komisaris telah lulus program
Sertifikasi Profesi Dewan Komisaris yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Professi
I LSP) LKM Certif,adalah sebagai berikut:

Jabatan No Sertifikasi BerakhirNo Nama

Komisans UtamaDrs I Gusti Agung Anom Harsana, Ak. 64127 1120 6 3416 2018 2lDes20231

Komisaris 64127 112062571 2021 20Des20262 1 Wav'an Suandiana. BA
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F. TRANSPARANSIHUBUNGAN KEPEMILIKAN, KEUANGAN,
KEPENGURUSAN DEWAN KOMISARIS

Hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris sebagai
berikut:

Kepengurusan
Nama Sebagai Dekom Sebagai Direksi Sebagai PSP

TidakYa TidakYa TidakYa

Drs I Gusti Agung Anom Harsana. Ak. X X X

! Wavan Suandiana. BA X X X

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Kepemilikan
Saham

Kepemilikan
Perusahaan

Nama % %

Drs 1 Gusti Agung Anom Harsana, Ak.

1 Wayan Suandiana, BA

Komisaris Utama dan Komisaris PT.BPR MITRA BALI MANDIRI tidak memiliki

hubimgan kepengurusan dan kepemilikan saliam pada perusahaan lain dan tidak memiliki
Hubungan keluarga dan keuangan antar anggota Direksi dengan insan anggota Dewan
Komisaris dan / atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendali sehingga dapat
disebut Pihak Independen.

Hubungan keluarga dan keuangan antar anggota Dewan Komisaris dengan insan anggota
Dewan Komisaris dan / atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendali sebagai
)erikut:

H fi
Nama Dekom *em^ngSatiam Oekomiirel iireksi

TidakTidak Tidak Tidak TidakYa YaYa Ya Ya Ya

Drs 1 Gusti Agiing Anom Harsana, Ak. XX X X X

I Wavan Suandiana, BA X X X XX

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT.BPR MITRA BALI MANDIRItidak memiliki
hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perxisaliaan lain dan tidak memiliki
hubungan keluarga dan keuangan antar anggota Direksi dengan insan anggota Dewan
Komisaris dan / atau Anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendali sehingga dapat
disebut Independen.

G. RAPAT DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris Tahun 2016 pelaksanaan Rapat
Dewan Komisaris sudah diselenggarakan secara berkala dan di sesuaikan dengan
kebutuhan. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang I (satu) kali
dalam 3 (tiga) bulan. Selama periode tahun 2021, telali dilakukan Rapat Dewan Komisaris
sebanyak 4 kali pertemuan. Adapun pelaksanaan dan jumlah kehadiran Dewan Komisaris
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adalah sebagai berikut:

Rapat Dewan Komisaris
No JabatanNama Jumlah

Kehadiran
Prosentase

,Drs I Gusti Agung Anom Harsana, Ak. Komisaris Utama1 100%4

I Wayan Suandiana, BA Komisaris2 4 100%

Jumlah Rapat 4 100%

Dari 4 kali pertemuan rapat, Dewan Komisaris sangat konsisten dengan tugas dan tanggung
jawabnya hal itu, terbukti dari pelaksanaan rapat Dewan Komisaris yang di hadiri oleh
seliimh Anggota Dewan Komisaris dengan prosentase 100 %.
1. Seluruh rapat Dewan Komisaris berlokasi di Kantor Pusat PT.BPR MITRA BALI

MANDIRI.

2. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan
musyawarali mufakat, basil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah
rapat.

3. Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah
dan mufakat.

4. Dalam pelaksanaanya pembahasan materi rapat dilakukan secara dinamis dimana
masing- masing peserta rapat telah menyampaikan pendapat dengan bebas dan terbuka
serta keputusan rapat yang di ambil secara demokratis dan hasil rapat yang di tuangkan
dalam risalah dan di dokumentasikan dengan baik .

H. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN
KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan / atau menerima keuntungan pribadi dari
Bank Selain remunisasi dan fasilitas lainya sebagaimana yang ditentukan dalam RUPS.
Total remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Jumiali DiterimaOleh Komisaris (Kotor)
Jaiis RemunerasiNo

Jumlah (orapg) Jutaan Rp.

Rp 97,500,000.0021 Gaji

2 Rp 20,800,000.002 Tunjangan Transport dan Telepon

Tantiem3

Kompensasi berbasis saham4

Remunerasi Lainnya5

Rp 118,300,000.00Total
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BAB IV

BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan Kepentingan {Conflict of interest) adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis
Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pihak-pihak terafiliasi (Pemegang Saham, Dewan
Komisaris, Direksi) yang dapat merugikan Bank. Setiap bentuk benturan kepentingan akan
berpenganih secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan maupun penerapan GCG secara
keseluruhan. Untuk menghindari pengaruli negatif dari benturan kepentingan tersebut, maka
Bank perlu mengatur lebih lanjut batasan- batasan tertentu yang berhubungan dengan
benturan-kepentingan tersebut sebagai berikut;
1) Jika terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan pihak -pihak terafiliasi, maka

Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif lainya dilarang mengambil tindakan yang
dapat merugikan atau mengurangi kexmtungan Bank serta wajib mengungkapkan benturan
kepentingan di maksud dalam setiap keputusan.

2) Pengungkapan benturan kepentingan tersebut hams di tuangkan dalam risalah rapat dengan
mencatat nama pihak- pihak yang memiliki benturan kepentingan serta dasar pertimbangan
pengambilan keputusan.

3) Guna menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi memgikan Bank atau
mengurangi keuntungan Bank, maka Bank hams memiliki dan menerapkan kebijakan
intern mengenai:
a  Pengaturan penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengums dan

pegawai antara lain tata cara pengambilan keputusan.
h Pengaturan lebih lanjut tentang prosedur pengambilan keputusan sebagaimana tertuang

dalam Standar Operation & Prosedure (SOP) maupun melalui pengaturan kewenangan
memutus.

c Pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan hams di tatausahakan
atau dicatat dalam risalah rapat dan di dokumentasikan dengan baik.

4) Direksi dan Pejabat Eksekutif hams sedapat mungkin menghindari teijadi benturan
kepentingan dengan pihak terafiliasi lainya dalam pengambilan keputusan yang dapat
menimbulkan kemgian Bank.

Untuk menghindari konflik antar kepentingan pribadi dan kepentingan Bank , Setiap Insan
PT.BPR MITRA BALI MANDIRI dilarang:

1. Menempatkan diri pada posisi atau situasi yang dapat menimbulkan benturan
kepentingan antara dirinya dengan Bank.

2. Memiliki usaha yang berhubungan langsung atau terkait dengan aktivitas Bank.
3. Memiliki usaha atau bisnis pribadi di luar pekeijaanya sebagai insan PT.BPR MITRA

BALI MANDIRI yang mengganggu dan mempengamhi profesionalisme dan Integritas
pegawai yang bersangkutan, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi
dan atau Dewan Komisaris.

4. Membiarkan kondisi keuangan masing-masing yang berpotensi melakukan
penyimpangan dalam menjalankan tanggung jawab kepada Bank.

5. Memanfaatkan informasi internal imtuk kepentingan pribadi atau bisnis di luar Bank.
6. Melakukan hal-hal lain yang kiranya dapat mengakibatkan kemgian Bank, tennasuk

segala kerjasama antara insan PT.BPR MITRA BALI MANDIRI dengan pihak lain
yang di dasarkan pada hubungan keluarga semata, atau perkawanan yang akan
memberikan peluang pada kecurangan.
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Dalam periode tahun 2021 tidak terdapat transaksi yang menyebabkan berbaituran
kepentingan, dengan demikian tidak ada kerugian atau hal yang merugikan keimtungan
Bank.

Nama dan Jabatan

Pihak yang Memiliki
Bentnran

Kepentingan

Niiai

Transaksi

(Jutaan

Rupiah)

Naina dan Jabatan

Pcngambil

Keputusan

Jenis

Transaksi KeteranganNo

Nihil NihilNihil Nihil Nihil Nihil
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BAB V

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Bank senantiasa berusaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan hukum yang
berlaku, standar-standar, etika dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Tujuan dari
upaya-upaya tersebut adalah agar masing-masing unit keija dalam Bank terbudaya untuk
senantiasa patuh dan pada akhimya dapat meningkatkan kineija dan reputasi Bank. Sesuai
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.3/2015, Bank wajib menunjuk
salah satu bagian yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatulian yaitu memastikan kepatuhan terhadap peraturan
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, PT.PT.BPR MITRA
BALI MANDIRI telah melakukan pemenuhan struktur organisasi untuk penerapan fungsi
kepatuhan termasuk memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Perseroan untuk
bertindak sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Penunjukan Direktur
Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah memenuhi persyaratan minimum, yaitu tidak
menangani penyaluran dana dan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan
perundang- undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan,
PT. PT.BPR MITRA BALI MANDIRI telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen
terhadap operasional BPR untuk melaksanakan fungsi kepatuhan yaitu Kepala Bidang
Kepatuhan yang merangkap Manajemen Resiko & APUPPT efektif pertanggal 21 Juli 2017

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR KEPATUHAN

1. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seiuruh peijanjian dan komitmen
yang di buat oleh Bank terhadap Otoritas Jasa Keuangan antara lain Rencana Bisnis
Bank (RBB) atau business plan. Sedangakan komitmen yang dibuat oleh Bank adalah
kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan dari OJK dalam
pelaksanaan kegiatan tertentu serta komitmen menindak lanjuti basil pemeriksaan
Otoritas Jasa Keuangan.

2 Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank.
3. Mengusulkan kebijakan kepatulian atau prinsip- prinsip kepatuhan yang akan di

tetapkan oleh Direl^i.
4. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun

ketentuan dan pedoman internal bank, memastikan bahwa seiuruh kebijakan ketentuan,
sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan
ketentuan OJK dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

5. Melakukan kajian kepatuhan terhadap proposal kredit di atas jumlah tertentu.
6. Melakukan pengkajian atas kebijakan dan prosedur Bank atau kebijakan strategis yang

memerlukan persetujuan Direktur Utama. Mekanisme pengkajian dari Direktur yang
menjalankan fimgsi kepatuhan yang di atur dalam prosedur tersendiri.

7. Meminimalkan risiko Kepatuhan Bank.
& Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan / atau keputusan yang di ambil

Direksi tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan
perundangimdangan yang berlaku.

9. Melakukan tugas-tugas lainya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan yang telah
ditetapkan dalam Pedoman Tata Tertib Keija Direksi PT.BPR MITRA BALI
MANDIRI.
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iO. Daiam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Yang Membawahkan
Fimgsi Kepatuhan mempunyai Kewajiban sebagai berikut:
a Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan

keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otorilas Jasa Keuangan dan peraturan
perundang-undangan lain yang berlaku.

b. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada
Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.

c Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai pokok-pokok
pelaksanaan tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagaimana
diatas dan laporan kliusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang
menurut pendapat Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah
menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peratiuan
perundang- undangan Iain yang berlaku.

Direktur Yang Membawalikan Fungsi Kepatuhan PT.BPR MITRA BALI MANDIRI
bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Pertanggungjawaban Direktur Yang
Membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Direktin Utama dengan tembusan kepada Dewan
Komisaris merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan
daiam rangka pelaksanaan prinsip GCG.

B. POGRAM KERJA DAN REALISASI KEPATUHAN

1. Memastikan tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan
perundangundangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang
berwenang.

2. Sosialisasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan kepada unit-unit keija terkait.
3. Revisi Kebijakan APU & PPT.
4. Melakukan sosialisasi dan ketentuan internal dan ektemal baik secara langsung dengan

tatap muka melaui meeting, coaching, dan breafingl mengadakan sosialisasi ke Kantor Kas
atau secara tidak langsung melalui media elektronik telfon, watshap, atau memo dinas.

5. Melakukan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian daiam aktivitas bank, produk,
pembukaan jaringan kantor/ peningkatan status jaringan kantor, dan lain-lain.

6. Memberikan kajian analisis terhadap usulan kredit dari devisi pemasaran dan kredit pada
kewenangan Direksi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Melakukan pembinaan secara lisan ataupun tertulis kepada Kantor Kas berdasarkan analisa
laporan hasil temuan audit dibidang operasional, funding maupun kredit.

8. Senantiasa meningkatkan paigawasan atas penerapan APU & PPT dengan
mengoptimalkan sistem informasi daiam proses pemantauan dan identifikasi trans^si
yang mencurigakan, Kebijakan APU & PPT.Bank senantiasa meningkatkan pengawasan
manajemen atas penerapan APU & PPT dengan mengoptimalkan sistem informasi daiam
proses pemantauan dan identifikasi transaksi yang mencurigakan, Kebijakan APU & PPT.

9. Memantau pelaksanaan Program APU & PPT dengan menunjuk petugas penanggung
jawab pelaksana Program APU & PPT.

10. Mensosialisasikan Pedoman Kerja APU & PPT daiam rangka peningkatan pemahaman
Sumber Daya Manusia (SDM) Bank.

11. Melengkapi dan mengkinikan data nasabah secara berkelanjutan.
12. Pengelompokan nasabah dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (Risk Based

Approach).
13. Uji kepatuhan persetujuan penyediaan dana besar.
14. Mereview Kebijakan dan Prosedur Kepatulian (Corporate Compliance) agar lebih

mengakomodasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan
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